KABUPATEN POSO

=

TUWU RS

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggasigtem perencanaan pembangunan
nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang NdBoiTahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nagamg menjadi
pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerlahapanya
sistem perencanaan pembangunan daerah secara unehyedan
komprehensif yang diimplementasikan di KabupatesoPo

b. bahwa untuk menjamin pembangunan Daerah berjakktifefefisien,
terpadu, tepat sasaran, transparan, serta dapattasiggungjawabkan
maka diperlukan sistem perencanaan pembangunaataer

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaleslad huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ngnt8istem
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1@%®ang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Repundonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Riepationesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangd?emggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dandtisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Edmrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangaKgan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noma,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2®r)4

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangePeldharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndndambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangbatokan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Isgoi@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indans®mor
4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang elfiksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @dramtNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahanhazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentanger@isPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republiknesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republioniesia
Nomor 4421),
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeatahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norhd5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoméB7}4
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhigate Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KathsaUndang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaharaBDgkeembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangribangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahbdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahamHbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangatBen Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Mor68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noffs

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangelPesin Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NMorh06,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofftas)4

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangriigkaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@82Bomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@ws

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988rigri{@ordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Reaguhtionesia Tahun
1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005arigntPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonBsiaun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelandomor
4570);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200arigrifembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerakingl dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negapublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembargandeRepublik
Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 rignekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indoriegiun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indans®mor
4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008rigntahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaancar
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IsdoriEahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republdoniesia
Nomor 4817);

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentavgelangan Kabupaten
Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008&MNOm

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentamggan®asi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan PefaakRakyat Daerah
dan Staf Ahli Kabupaten Poso (Lembaran Daerah KatiempPoso Tahun
2008 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentarggariasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Ddéabhpaten Poso
Tahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentarggariasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan PembangunagralDadan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Poso (Lembararabéd&bupaten
Poso Tahun 2008 Nomor 4);
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22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentarggari®asi dan Tata
Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembabmaerah
Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentarggari®asi dan Tata
Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) ufalben Poso
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 8)

24. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tenBedpman Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daeralugéabn Poso
Tahun 2008 Nomor 29);

25. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 terfeamgelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 200®MN38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

Menetapkan

dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan uresagriptahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi tdgas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasniEmd&istem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagamdimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indodegian 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso dan peramglaaah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Poso.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutngmgkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateo. Pos

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten jyRosp
selanjutnya disebut Bappeda adalah Satuan Kerjg ysamtanggung
jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi p&@acgembangunan
di Kabupaten Poso.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yamgjsglya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintaharatd yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyaglisi SKPD adalah
Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintdduaten Poso.

9. Sistem adalah satu kesatuan tata cara dan prosels mmenghasilkan
sesuatu.

10.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanaledin semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan lemeg

11.Pembangunan Daerah adalah merupakan bagian daiuéiessistem
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh senampdoen
masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daexiam ckerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia

ok
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12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindzksa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitangkumberdaya yang
tersedia.

13.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang sgjanplisingkat
SPPD adalah satu kesatuan tata cara perencanadmarmqpgman untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalankajapgnjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan wishr-unsur
penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.

14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaagjussla
disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan urmitiiéde 20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pemibaan daerah yang
mengacu kepada RPJP Nasional.

15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ymmjutsga
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan urdtikde 5 (lima)
tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan naragkepala daerah
yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi peguban daerah,
kebijakan umum dan program satuan kerja perangkatati, lintas
satuan kerja perangkat daerah dan program kewsaydlsertai dengan
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerapgkalanaan yang
bersifat indikatif.

16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut RiéB&lah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahurg yapmuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas peguinam daerah,
rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilakaanakgsung oleh
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendopantisipasi
masyarakat.

17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kemgagkes
Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, aadalokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun datuan kerja
perangkat daerah yang memuat visi,misi, tujuargtesyi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang disusunisisogan tugas
dan fungsi satuan kerja perangkat daerah denggpedmman pada
RPJMD yang bersifat indikatif.

18.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perdbg&edh, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerjangkad Daerah yang
disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanadonabaKerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yamguat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanlangsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh demgamdorong
partisipasi masyarakat.

19.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang seyanjutisingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunéamdaangka
menyusun rencana pembangunan Daerah dan rencanaanmman
Nasional.

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selargutiigingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan anggaran aisg flencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiat®D Sierta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

21.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangickan pada
akhir periode perencanaan.

22.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya Yyakgn
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan prograemgfam indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.
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24.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambeh gbemerintah
daerah untuk mencapai tujuan.

25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi at#tu lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembagak umencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi amggdear kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintahdbae

26.Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuebih kegiatan
suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungareRetah Daerah.

27.Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalatrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan lo@erapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

28.Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah imsan kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan kewilayahangyterpadu antar
Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Penaéridterah.

29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksamakeh satu atau
beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari peacapasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulanakad pengerahan
sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barandal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi detberapa atau
kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masuk@ut) (untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk badamgasa.

30.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahanddinbitertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembanghasional atau
Daerah.

31. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi penadran yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susyrgmerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersglartg menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayanmimedayakan,
dan mensejahterakan masyarakat.

32.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajamgrdimaksudkan
untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yataksinakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan.

33.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangaksgnaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mesgEd
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul udtaiknbil tindakan
sedini mungkin.

34.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkalsasi masukan
(input), keluaran (output), dan basil (outcome)hadelap rencana dan
standar yang telah ditetapkan.

35.Efisiensi adalah derajat hubungan antara baramghasg dihasilkan
melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya ggrerlukan untuk
menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur demhimya per unit
keluaran (output).

36.Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberajzah
program/kegiatan mencapai basil dan manfaat yareyalpkan.

37.Sasaran (target) adalah basil yang diharapkan st@atu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

38.Masukan (input) adalah pengerahan sumberdaya, Yemilg berupa
personil (SDM), barang modal termasuk peralatan té&nologi, dana
dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kes@nisasumberdaya
tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiata

39.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yangsitkha oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasia tujuan
program dan kebijakan.



